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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINt MASYARAKAT
' KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di
Kahupaten/Kota menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
masyarakat, yang difasilitasi dan- dibina oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 agyat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerab;

o

b. bahwa dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dan
untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam
upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan
terjadinya ancaman bencana di Kota Padang telah dibentuk Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat, |

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Forumm Kewaspadaan Dini
Masyarakat Kota Padang.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1856 fentang F'ernbeqtukan
Daerah Otenom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah {Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Crganisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 3298);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Namor 2,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

4. Undang-undang Nomor.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4169);



Menetapkan

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomer 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan
lLembaran Negara Nomor 3298},

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); '

8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 temtang Perubahan
Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Padang (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3164);

g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kaordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintalh Pusat, Pemerintahan
Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

12. . Peraturan Daerah Kota Padang Nomer 17 Tahun 2008 tentang

Pembeniukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah,

- Inspektorat dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 17),

MEMUTUSKAN :

T TEm P WY U -

PERATURAN  WALIKOTA PADANG TENTANG  PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

KOTA PADANG
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagal
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Walikota adalah Walikota Padang.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.

Camat acalah Camat di masing-masing wilayah Kecamatan di Kota
Padang.

Lursh adalah Lurah di masing-masing wilayah Kelurahan di Kota
Padang.

Kelurahan adaiah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota
Padang dalam Wilayah Kerja Kecamatan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
Kota Padang.



8. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan
dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi
timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun

bencana karena ulah manusia.

9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjuinya disingkat
FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam
rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat
mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta
benda, kerusakan lingkungan kerusakan saranaprasarana dan fasilitas
umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata Kehidupan dan
penghidupan masyarakat.

11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisai pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk warga Negara
Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah
terdaftar serta bukan organisasi sayap politik.

12, Satuan Perlindungan Masyarakat yang setanjutnya disebut Satlinmas
adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan
disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang
perlindungan masyarakat yang difasiitasi oleh pemerintah atau

pemerintah dasrah.

13. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah maodel
perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan
masyarakat lokal dalam menyelesalkkan dan mengatasi setiap
permasatahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban
masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BABI
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Pasal 2.

(1} Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Padang mehjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan
dibina oleh Peémerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan ¢leh masyarakat, yang difasifitast dan

dibina oleh Camat.

(3} Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kelurahan menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan

dibina oleh Lurah.

Pagal 3

(1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat seh:agaimana
dimaksud datam pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Walikota.

(2) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Camat,

(3} Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Lurah.



Pasal 4

(1) Tugas dan kewaiiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{1) meliputi :

d.

Membina dan memelihara ketentraman, keteriiban dan perlindungan
masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik
bencana perang, bencana atam maupun bencana karena ulah manusia
di Kota Padang;

Mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan
Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan

Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota Padang dalam
penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b dan huruf
¢ diatas didelegasikan kepada Wakil Walikota.

(3) Walikota menempatkan sekretariat Kewaspadaan Dini  Masyarakat
bergabung pada Kantor Kesbangpol dan Linmas.

(4) Walikota memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang meliputi
antara lain ruangan rapat, aiat fulis kantor, peralatan komputer, anggota
sekretariat FKDM dan \ain-lain yang dianggap perlu. |

Pasal 5

Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
meliputi :

a.

Membina dan memelihara ketentraman, ketertivan dan perindungan
masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik
bericana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manLsia
di Kecamatan,

Mengkoordinasikan Lurah dalam pényelenggaraan kewaspadaan dini
masyarakat; dan | . .

Mengkoordinasikan kegiatan di Kecamatan dalam penyeienggaraén
kewaspadaan dini masyarakat;

Mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokeh-
tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen
masyarakat lainnya dalam kegiatan bidang ketentraman, ketertiban dan
peflindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini
masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud dajam Pasal 3 ayat (3)
meliputi _

4.

Membina dan memelihara Ketentraman, ketertiban dan perlindungari
masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik
bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia

di Kelurahan; dan

Mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-
tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen
masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban
dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan din
masyarakat di Kelurahan. |



BAB 1

BAGIAN KESATU
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 7

(1} FKDM dibentuk di Kata Padang, Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota
Fadang.

(2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh
masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

(3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memiliki hubungan yang
bersifat kensultatif.

BAGIAN KEDUA
KEANGGOTAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Fasal B

{1) Keanggotaan FKDM Kota Padang terdiri atas wakil-wakil organisasi
masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lamnya.

(2) Sistem pemilihan keanggetaan FKDM Kota Padang dilakukan dengan
sistem formatur melalui rapat FKDM.

(3) Masa jabatan keanggotaan FKDM Kota Padang ditunjuk dan berlaku
selama & Tahun.

Pasal ©

(1) Keanggotaan FKDM_ Kecamatan terdin atas wakil-wakil organisasi
masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokch adat, tokeh agama,
tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.

{2) Sisters pemilihan keanggotaan FKEM Kecamatan dilakukan dengan sistem
formatur melalui rapat FKBM.

(3) Masa jabatan keanggotaan FKDM Kecamatan ditunjuk dan betiaku gelama
5 Tabhun.

Pasal 10
(1) Keanggotaan FKDM Kelurahan terdini  atas wakil-wakil organisast

masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, tokoh pemuda, anggota
Satlinmas dan anggota Polmas serta elemen masyarakat lzinnya.

(2} Sistem pemilihan keanggotaan FKDM Kelurahan dilakukan dengan sistem
formatur melalui rapat FKDM.

{3) Masa jabatan keanggotaan FKDM Kelurahan ditunjuk dar berlaku selama 5
Tahun. |



BAGIAN KETIGA
TUGAS DAN WEWENANG

Hasal 11

(1) FKDM Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
mempunyai tugas :

a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data
dan informasi dari masyarakal mengenai potensi ancaman keamanan,
gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan
penanggulangannya secara dini;

h. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota
mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini
masyarakat,

¢. FKDM Kota Padang melakukan sidang minimal sekali 3 buian;

d. FKDM Kota Padang melakukan koordinasi yang diperiukan dengan
anggota FKDM Kota Padang lainnya.

(2} FKDM Kegamatan sebagaimana dimaksud 'dalam pasal 7 ayat (1)
mempunyai tugas :

a.Menjaring, menampung, mengaordinasikan dan mengomunikasikan data
dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan,
gejala atau peristiva bencana dalam rangka upaya pencegahan dan
penanggulangannya secara dini;

b Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat
mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini

masyarakat;
c. FKDM Kecamatan melakukan sidang minimal sekali 3 bulan;

d.FKDM Kecamatan melakukan koordinasi yang diperlukan dengan anggota
FKDW Kecamatan lainnya.

(3) FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
mempunyai tugas .

a.Meniaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data
dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan,
gejala alau peristiwa bencana daiam rangka upaya pencegahan dan
penanggulangannya secara dini;

b.Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Lurah dalam
penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;

¢. FKDM Keturahan melakukan sidang minimal sekali 3 bulan;

d.FKDM Kelurahan melakukan koordinasi yang diperlukan dengan anggota
FKDM Kelurahan lainnya.

BAGIAN KEEMPAT
KEPENGURUSAN EORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Padang, Kecamatan dan Kelurahan

dalam Kota Padang.



(2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meampunyai tugas sebagai berikut :

a. Membanty kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara
kewaspadaan dini masyarakat.

b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah
dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kota Padang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikata dengan susunan
keanggotaan sebagaimana berikut

a. Ketua © Wakil Walikota

b. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Padang

c. Anggota - Instansi terkait ltermasuk wakilwakii  Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen
Negara, Satuan Koordinagi Pelaksana
Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah
Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(4) Keanggctaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana -
dimaksud pada ayat {1) diletapkan oleh Walikota dengan susunan

keanggotaan sebagai berikut -

a. Ketua ;. Camat; -
b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan,
¢c. Anggola . Pejabat terkait di tingkat Kecarmatan;

(5} Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditstapkan oleh Camat dengan susunan Keanggotaan
sebagai berikut

a. Ketua > Lurah;
b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan;
c. Anggota ‘F'EIjEIEEIt terkait di tingkat Kelurahan;
| BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasat 13

Walikota melakukan pengawasan pelaksana FKDM terhadap Camat dan
Lurah serta Instansi terkait di Daerah.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pembinaan  penyelenggaraan kewaspadaan  dini,
pembentukaan FKDM di Kota Padang dilaporkan cleh Walikota Padang
kepada Gubernur dan fembusannya disampaikan kepada Menteri
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Datam Negeri, Menteri
Partahanan dan Kepala Kepalisian Negara Republik indonesia serta Kepala

Badan [ntelijen Negara.



_aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkata
setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dar Juli, dan sewaktu-waktu jika
dipandang perlu.

(3} Datam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan seria dapat
meiampaui  hirarkhi yang " ada, dengan ketentuan tetap segera
menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

{4) Hubungan kerja FKDM Kota Padang, Kecamatan dan Kelurahan dengan
pemerintah bersifat konsulftatif dan koordinatif dalam rangka menjaga,
memelihara dan menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

{1) Biaya.rapat/ sidang, koordinasi dan lain-lain yang _-::Iianggap neriu _daiam
rangka penyelenggaraan tugas kewaspadaan dinl masyarakat di Kota
Padang, Kecamatan dan Kelurahan didanai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Keta Padang.

(2) Pendanaan vyang lerkait dengan pengawasan dan pela_pnran
penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Koia Eadang, wilayah
Kecamatan, wilayah Kelurahan dalam Kota Padang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Befanja Dacrah Kota Padang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. _ .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wallkota in

dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Pagang
Pada tanggal 4 e?ﬂ"'-"#f,i" 2012

a l_"_‘ |
j < i I}

Diundéngkan di Padang

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR



